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ABSTRAK  

 

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu menjadi sorotan publik 

karena kompleksitasnya, baik dari sisi kuota maupun biaya. Pada periode 2022–

2024, kebijakan pengaturan kuota dan biaya haji mengalami perubahan kebijakan 

yang menimbulkan perdebatan dan tantangan bagi jemaah. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis proses perubahan kebijakan, bentuk kebijakan yang 

dihasilkan, dan dampaknya terhadap jemaah. Pendekatan yang digunakan bersifat 

kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan 

wawancara dengan pejabat Kementerian Agama, dianalisis menggunakan content 

analysis dan model interaktif Miles dan Huberman. Secara teoritik, penelitian ini 

menggunakan Multiple Streams Framework John W. Kingdon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan kebijakan kuota 

dan biaya haji periode 2022–2024 mencerminkan dinamika kebijakan publik yang 

kompleks, dipengaruhi oleh tekanan global, krisis nasional, dan sensitivitas sosial-

politik. Proses kebijakan bersifat reaktif-adaptif dengan pola deliberatif, namun 

belum sepenuhnya partisipatif. Bentuk kebijakan bersifat inkremental melalui 

pemeliharaan, revisi, dan pembentukan kebijakan baru. Pada aspek kuota, 

kebijakan mencakup prioritas keberangkatan jemaah tertunda, penghapusan kuota 

pendamping lansia, dan perubahan proporsi kuota tambahan. Pada aspek biaya, 

terjadi peningkatan porsi biaya jemaah, pemanfaatan nilai manfaat, dan 

reformulasi struktur pembiayaan untuk keberlanjutan fiskal. Dampak kebijakan 

bersifat ambivalen; di satu sisi secara teknis mampu meningkatkan efisiensi, 

namun di sisi lain justru menimbulkan ketidakadilan sosial, beban ekonomi, serta 

keterbatasan pendampingan bagi jemaah rentan. 

Implikasi penelitian ini memperkuat relevansi Multiple Streams 

Framework John W. Kingdon untuk menganalisis perubahan kebijakan publik 

seperti haji. Policy window muncul saat tiga arus yaitu arus masalah, kebijakan, 

dan politik bertemu, memicu perubahan kebijakan reaktif-adaptif. Kebijakan 

kuota dan biaya haji bersifat inkremental, memperkuat teori bahwa perubahan 

publik cenderung bertahap di tengah krisis atau tekanan eksternal. 

 

Kata kunci: perubahan kebijakan, haji, kuota, biaya 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 
 

ix 

 

ABSTRACT  

 

The Hajj pilgrimage's implementation in Indonesia has consistently been 

the subject of public attention due to its intricacy, which encompasses both quotas 

and expenses. The Hajj quotas and costs policy underwent adjustments during the 

2022–2024 period, which resulted in debate and challenges for pilgrims. The 

objective of this investigation is to evaluate the process of policy change, the 

resultant policies, and their influence on pilgrims. A qualitative case study was 

implemented. Content analysis and the Miles and Huberman interactive model 

were employed to analyze data obtained from official policy documents and 

interviews with Ministry of Religious Affairs officials. John W. Kingdon's 

Multiple Streams Framework was theoretically implemented in this investigation. 

The findings suggest that the process of altering Hajj quota and cost 

policies for the 2022–2024 period is a reflection of intricate public policy 

dynamics, which are influenced by global pressures, national crises, and socio-

political sensitivities. The policy process is reactive-adaptive and employs a 

deliberative approach; however, it is not yet completely participatory. The policy 

is incremental in nature, necessitating the development of new policies, revisions, 

and maintenance. In terms of quotas, policies encompass the prioritization of 

delayed pilgrim departures, the elimination of the quota for elderly companions, 

and the modification of the proportion of additional quotas. The utilization of 

benefit values, an increase in the portion of pilgrim costs, and a reformulation of 

the financing structure for fiscal sustainability have all contributed to the costs. 

The policy's effect is ambivalent; while it technically enhances efficiency, it also 

results in social injustice, economic burdens, and restricted assistance for 

vulnerable pilgrims. 

The significance of John W. Kingdon's Multiple Streams Framework for 

the analysis of public policy changes, such as the Hajj, is reiterated by the findings 

of this study. A policy window is created when three streams—problem, policy, 

and politics—converge, resulting in reactive-adaptive policy changes. The Hajj 

quota and cost policies are incremental, which supports the theory that public 

change is typically gradual in response to crises or external pressures. 

 

Keywords: policy change, Hajj, quota, cost. 
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